
 

WALIKOTA  PADANG  PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT  

 
 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 22 TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

Menimbang  : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota 
Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah   (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  962); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851; 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
 
 



 - 2 -
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) ; 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor  8 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2); 

 
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2015 Nomor 10 Seri A.4); 

 
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 5 Seri A.2); 

 
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2016 Nomor 6 Seri A.1); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

dan 
WALIKOTA PADANG PANJANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG   TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2015 
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      Pasal 1 
 
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015  terdiri atas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota  
ini. 

 
                         Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

 

1. Pendapatan

a. Pendapatan  Asli Daerah 67.035.654.310,81              

b. Pendapatan Transfer 438.134.381.579,00            

c. Lain-Lain Pendapatan yang sah -                                       

                  Jumlah Pendapatan (1) 505.170.035.889,81            

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1). Belanja Pegawai 246.063.404.337,00                

2). Belanja Barang 128.694.742.340,00                

3). Belanja Subsidi -                                        

4). Belanja Hibah 4.948.930.895,00                    

5). Belanja Bantuan Sosial -                                        

379.707.077.572,00            

b. Belanja  Modal

1). Belanja Tanah 23.638.212.850,00                  

2). Belanja Peralatan dan Mesin 25.349.388.905,00                  

3). Belanja Bangunan dan Gedung 26.514.368.938,00                  

4). Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 34.758.949.493,00                  

5). Belanja Aset Tetap Lainnya 929.486.800,00                      

111.190.406.986,00            

c. Belanja  Tak Terduga

1). Belanja Tak Terduga -                                       

-                                       

     Jumlah Belanja (a)+(b)+(c)=(2) 490.897.484.558,00            

3. Transfer
a. Transfer Bantuan Keuangan 562.310.256,00                      
     Jumlah Transfer (3) 562.310.256,00                   
     Jumlah Belanja dan Transfer (2)+(3) 491.459.794.814,00            
     Jumlah Belanja dan Transfer (2)+(3) Surplus / ( Defisit ) (1-(2+3)) 13.710.241.075,81              

4. Pembiayaan

a. Penerimaan 150.065.829.432,97                

b. Pengeluaran 15.800.000.000,00                  

Jumlah Pembiayaan Netto (4) 134.265.829.432,97            

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(Silpa) TA. 2015 (1-((2 ) + ( 3 ))+(4)=(5) 147.976.070.508,78            

Jumlah Belanja Operasi (a)

Jumlah Belanja Modal (b)

Jumlah Belanja Tak Terduga (c)
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Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota 
ini. 

 
                         Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 

                         Pasal 6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Padang Panjang. 

 
Ditetapkan di : Padang Panjang 

  pada tanggal  : 23 September 2016              
                                                          
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 
HENDRI ARNIS 

 
Diundangkan  di   : Padang Panjang 
pada tanggal        : 23 September 2016  
                                                              
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG 
 

dto 
 

EDWAR JULIARTA 
 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 22 SERI A.10 
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